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BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

bahwa untuk menjamin terciptanya  sinkronisasi
perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat
Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, telah disusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 berdasarkan
Peraturan Bupati Bogor Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Rencena Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024,

bahwa dengan ditetapkannya perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 berdasarkan Peraturan
Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024, maka periu disusun perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undarng-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3851);

3. Undang-Undang ...
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tehun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700},

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undeng Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang 1 Tahun 7022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

i1. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tghun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6133);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

19. Peraturan ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabhun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Persturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemcrintal'{
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

31. Peraturan ...
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(Lembaran Deaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinst Jawa
Barat Tahun 2008 Nomor 45} sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dacrah Provinsi
Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daecrah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236};

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan
Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Boger Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor
Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 128);

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2023 Nomor 25);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2023 Nomor 12};

Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
Tehun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2023 Nomor 23);

40. Peraturan ...
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Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencara Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

Daerah Kabupaten, yang seclanjutnya disebut Daerah,
adalah Daerah Kabupaten Bogor.

Pemerintah Daerah adalash Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaeksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bupati adalah Bupati Bogor.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Yyang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah, yang sclanjutnya disebut PD, adalah
unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelittan dan
Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Bogor.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
name lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dajlam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Rencana ...
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bogor, yang sclanjutnya disingkat dengan RPJPD, adalah
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor
untuk periode 20 {dua puluh} tahunan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang
selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode
3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, gebelum
terdapat kepala daerah definitif.

Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu} tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah
dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk
periode 1 {satu) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut
RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk
periode 1 (satu} tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode S (lima) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 {satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA,
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah
dokumen perencanasn dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan
Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjuinya
disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja
Perangkat Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran RFPD.

24. Program ...
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24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan
Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis
secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan
dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan
dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

25, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya
disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan
daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi
pemerintahan dacrah lainnya yang saling terhubung untuk
dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan
Daerah.

26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang
digunakan untuk pengelolaan data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil
pembangunan Daerah.

27. Program adalah bentuk instrumen kebijaken yang berisi
1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan
kerja  perangkat daesrah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan
oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai
bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumber daya tersebut, sebagai ~masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat
detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output
langsung.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2
Maksud Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah untuk
menjamin  terciptanya  konsistensi  perencanaan dan

penganggaran tingkat perangkat daerah dalam perubahan
perencanaan pembangunan Tahun 2024.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3
Tujuan Perubahan Renja PD Tahun 2024 adalah sebagai
berikut:

a. mengevaluasi ...
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mengevaluasi realisasi pencapaian target kegiatan, sub
kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh
PD selama 1 (satu) semester;

mengintegrasikan program, kegiatan, sub kegiatan antara
dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan Renja PD
Tahun 2024; dan

mewujudkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja
PD untuk semester 2 {dua).

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Perubahan Renja PD Tahun 2024 berfungsi sebagai:

a.

(1)

(@)

3)

(4)

acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan
kewenangan pemerintahan daerah Tahun 2024 pasca
perubahan;

acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca
perubahan; dan

acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

BAB III
KEDUDUKAN DAN MUATAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Bagian Kesatu
Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Pasal 5
Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan pedoman

perubahan rencana PD Tahun 2024 sesuai kewenangan
bidang urusan.

Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman dan menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari Perubahan RKPD
Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Perubahan Renja PD Tahun 2024 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dalam SIPD.

Perubahan Renja PD Tahun 2024 menjadi pedomen dalam
penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun Anggaran 2024.

Bagian Kedua
Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, memuat:

a.

a oo

kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
sub kegiatan sebelum dan sesudah perubahan;
target kinerja sebelum dan sesudah perubahan;
anggaran sebelum dan sesudah perubahan; dan
e. lokasi ...
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e. lokasi dan kelompok sasaran sebelum dan sesudah
perubahan.

Pasal 7

Isi beserta wuraian Perubahan Renja PD Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam
Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

SINKRONISASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2024

Pasal 8
(1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Renja

PD Tahun 2024 memedomani program, kegiatan dan sub
kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2024.

(2} Perubahan Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Renstra
PD Tahun 2024-2026.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

~Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus 2024
Pj. BUPAT{ BOGOR,

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus/2024
Pj. SEKRETARIS DAE KABUPATEN BOGOR,

SURYANTO PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 20



LAMPIRAN XXIII PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA

KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN
BOGOR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun Dberjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun
Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman
pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) tahun
2024.

Secara umum, perubahan renja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 didasarkan pada hasil
evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan sampai dengan triwulan II
tahun 2024, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan yaitu :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. Penambahan atau pengurangan target kinerja dan indikator kinerja
program, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan dan sub

kegiatan dan pergeseran pagu anggaran.
|
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Berakhirnya periode perencanaan jangka menengah Kabupaten
Bogor tahun 2018-2023 mewajibkan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk
menyusun dokumen perencanaan tahun 2024-2026 yang menjadi
pedoman perencanaan pembangunan disaat belum dilantiknya kepala
daerah definitif. Oleh karena itu, perangkat daerah juga diwajibkan
menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 yang memedomani Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum pada Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.
Selanjutnya, Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan untuk tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dilakukan secara simultan
dengan penyusunan RPD Kabupaten Bogor dan Rencana Strategis
(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, sebagai bentuk
sinkronisasi substansi yang bermuara pada keterhubungan antara
pencapaian target kinerja utama daerah dengan target kinerja utama
perangkat daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 ketentuan Pasal 1 Nomor 30 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. Adapun rencana kerja adalah
dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas

Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk periode tahun
.
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2024 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebagai
penjabaran dari urusan pilihan yang berkaitan dengan bidang urusan
pertanian maupun sub urusan yang telah ditetapkan. Perubahan Renja
ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024-2026 dan
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor
Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah turut dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024. Dokumen
perencanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan,
sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86
Tahun 2017. Serta sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (2)
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan renja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang disusun berpedoman
kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD).

Dalam menyusun perubahan renja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Kabupten Bogor tahun 2024 berpedoman
pada Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian antara
program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan
maju yang disusun dalam perubahan renja Perangkat Daerah dengan
Renstra Perangkat Daerah. Selain berpedoman pada Renstra, juga
berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan
yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif
dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam renja Perangkat Daerah
dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra
Perangkat Daerah.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

mendukung tema pembangunan daerah Kabupaten Bogor yaitu
.
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“Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik” dengan prioritas : “Stabilisasi Ekonomi Daerah”.
Dalam menentukan kebutuhan anggaran dan program prioritas serta
batas maksimal anggaran yang dianggarkan dalam perubahan renja
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bogor tahun 2024 telah berpedoman pada Perubahan RKPD 2024.
Bahwa perubahan renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024 telah terintegrasi
dengan perubahan RKPD, dan telah mengacu pada Renstra Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor
2024-2026 serta RPD Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, juga sesuai
tema pembangunan Provinsi Jawa Barat yaitu “Melanjutkan
Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” dengan prioritas
“Pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, penguatan sistem
ketahanan pangan berkelanjutan, serta pengembangan pariwisata”
serta sesuai dengan tema pembangunan nasional yaitu
“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan
Berkelanjutan” dengan prioritas : “Memperkuat ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan”. Selain itu dalam
penentuan anggarannya telah sinkron dengan perubahan RKPD
Kabupaten Bogor 2024. Dalam perubahan renja turut mengakomodir
kondisi dan kebijakan nasional termasuk dengan adanya penerapan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang
berdampak terhadap perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
(SOTK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Kabupaten Bogor. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Bogor
Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan dengan bagan struktur organisasi yang

baru sebagai berikut :

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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PERATURAN BUPATI BOGOR
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1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan perubahan rencana kerja (Renja)

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Tahun 2024

adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3
851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- -
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
S);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6206);

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018Nomor109);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau  Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019
tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
259 /Kpts/RC.020/M /2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran
Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Tahun 462);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan
Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43 /Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan
Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 288);

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi,
dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
KeuanganDaerah;

37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tahun 2022 tentang tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 95 Tahun 2016);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2020 Nomor 2);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);

42. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Pengembangan Teknologi dan Peredaran Hasil pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Bogor;

43. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Kebijakan Transisional Pemerintah Kabupaten
Bogor setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 62);

45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);

47. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 (Berita
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 35);

48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir
dengan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bogor Nomr 72
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2024 Nomor 5);

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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49. Peraturan Bupati Bogor Nomor Tahun 2024  tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor);

50. Keputusan Bupati Bogor Nomor 000.7/377/Kpts/Per-UU/2022
tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

- _________________________________________________________________________________________________________________|
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan renja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai
pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan
Anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD
tahun 2024.

Adapun tujuan disusunnya perubahan renja Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan tahun 2024 adalah :

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat
daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun
2024;

2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan
tahun 2024;

3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan
KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD tahun
2024.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan perubahan renja perangkat daerah,

diuraikan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 361 Ayat (3), sebagai berikut :

[.  Pendahuluan
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan
[I. Evaluasi Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
2.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Keyja Dinds Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan Kab. Bogor Tahun 2024
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[II. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

IV. Penutup

Perubahan Rencana Keyja Dinds Tanaman Pangan, Hortikultura,dan Perkebunan Kab. Bogor Tahun 2024



BAB II

EVALUASI RENJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA,
DAN PERKEBUNAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Secara umum perubahan rencana kerja (renja) Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor berpedoman
pada dokumen perubahan RKPD tahun 2024 yang mengacu pada RPJPD
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Sejalan dengan kebijakan Nasional
dan Provinsi Jawa Barat serta RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025
dimana tujuan dinas adalah “Meningkatnya produk pertanian”. Adapun
sasaran dinas adalah “1. Meningkatnya produktivitas tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan; dan 2. Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia pertanian”. Adapun Indikator Kinerja Utama
(IKU) yang menjadi target kinerja perencanaan tahun 2024 pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor adalah
sebagai berikut :

1. Indikator Tujuan :
Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (ton).
2. Indikator Sasaran :
a. Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
(ton/ha).

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya (%).

Uraian capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap target renstra

sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :
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1)  Produksi pertanian lokal yang berdaya saing adalah jumlah output
atau hasil panen dari luas lahan tertentu selama satu kali musim
tanam yang diukur dalam satuan ton. Hingga triwulan II tahun 2024
produksi pertanian lokal berupa komoditas tanaman pangan,
hortikultura, dan perkebunan terealisasi sebesar 326.454 ton dari
target sebesar 748.135 ton dengan tingkat capaian kinerja sebesar
43,64%. Pencapaian yang hampir mendekati 50% tersebut atas
adanya dukungan dari program dan kegiatan dari APBD maupun
APBN tahun anggaran 2024, baik dari program penyediaan dan
pengembangan sarana prasarana pertanian, program perizinan
usaha pertanian serta program pengendalian dan penanggulangan

bencana pertanian maupun program penyuluhan pertanian.

2) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah
produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan per satuan
luas lahan yang digunakan dalam berusaha di bidang pertanian yang
diukur dalam satuan Ton/Ha. Target yang ditetapkan sebesar 6,74
Ton/Ha dengan realisasi hingga triwulan II tahun 2024 sebesar 4,66
Ton/Ha dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,14%. Secara
umum pencapaian tersebut dikarenakan oleh adanya dukungan
program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana
pertanian, program perizinan usaha pertanian serta program
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian maupun
program penyuluhan pertanian.

3) Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya adalah
jumlah output atau hasil pengembangan SDM dalam kegiatan
pertanian diukur dalam satu tahun. Hingga triwulan II tahun 2024
terealisasi sebesar 1,38% dari target sebesar 1,78% dengan tingkat
capaian kinerja sebesar 77,53%. Pencapaian tersebut atas adanya
dukungan program dan kegiatan dari APBD maupun APBN tahun

anggaran 2024 khususnya program penyuluhan pertanian.
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Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura,
dan Perkebunan Kabupaten Bogor hingga triwulan II tahun 2024
tersebut dinilai sangat baik, hal tersebut dilihat dari rata-rata capaian
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berhasil diraih hingga triwulan II
tahun 2024 yaitu sebesar 63,43%. Adapun upaya yang akan
dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja hingga akhir tahun
2024 yaitu :
1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan,

hortikultura dan perkebunan;

2. Peningkatan mutu sumber daya pertanian;
3. Peningkatan penerapan teknologi pertanian;
4. Pemanfaatan peluang pasar regional dan global, serta

peningkatan akses pemasaran maupun permodalan petani atau

kelompok tani;
5. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan usaha tani;

6. Peningkatan peran atau kompetensi petugas lapang (POPT dan

Penyuluh) maupun petani atau kelompok tani;

7. Perbaikan bangunan pengelolaan air (embung dan dam parit)
maupun infrastruktur pertanian (jalan usaha tani dan jaringan

irigasi);

8. Peningkatan mutu hasil produk pertanian yang memenuhi

standar dan berdaya saing; dan

9. Penumbuhan kemitraan dengan stakeholder terkait.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan
dan kesenjangan (gap) antara apa yang ingin dicapai di masa datang
dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Belum optimalnya produksi
dan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya di Kabupaten

Bogor menjadi masalah utama yang dihadapi Dinas Tanaman Pangan,
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Hortikultura dan Perkebunan dalam pencapaian kinerja Dinas selama
kurun 2018-2024. Faktor yang mempengaruhi belum optimalnya ini
adalah masih banyaknya perubahan fungsi lahan sawah yang
berorientasi teknis menjadi penggunaan non pertanian karena desakan
kebutuhan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.
Masih rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani di Kabupaten
Bogor sehingga petani hanya sebagai penggarap, hal ini menyebabkan
petani tidak dapat mengembangkan produk pertanian yang berkualitas
sesuai yang diharapkannya. Selain itu, belum optimalnya pemenuhan
prasarana dan infrastruktur pertanian yang disediakan, dimana
kecukupan air irigasi merupakan faktor yang sangat penting dalam
budidaya pertanian. Kesubaran tanah dan perubahan iklim juga menjadi
faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan produktivitas, terutama
di daerah Kabupaten Bogor bagian timur dan barat yang menjadi rawan
bencana.

Belum optimalnya pengembangan dan pengetahuan SDM di sektor
pertanian yakni pola pikir dan perilaku petani masih berorientasi hanya
pada aspek produksi, lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan
rendahnya kemandirian petani. Selain itu belum optimalnya minat
generasi muda terhadap sektor pertanian, hal ini terlihat dari jumlah
petani millennial yang bergerak di bidang pertanian yang masih belum
optimal dibandingkan dengan jumlah petani sekitar 90.381 orang yang
terdata di Kabupaten Bogor.

Belum optimalnya pembinaan, pengembangan, dan kerjasama
kemitraan di sektor pertanian. Faktor yang mempengaruhi kondisi ini
adalah masih tingginya ketergantungan petani terhadap tengkulak, hal ini
terjadi karena umumnya petani masih bergerak dalam subsistem
budidaya yang cenderung memiliki marjin keuntungan relatif kecil.
Keterbatasan akses pemasaran petani dan permodalan juga menjadi
faktor yang menentukan kemitraan di sektor pertanian dimana petani
yang memiliki modal usaha yang mendukung akan berorientasi pada
hasil yang optimal. Perubahan-perubahan aspek kehidupan yang terjadi

akibat pandemi covid-19 mengharuskan para petani untuk melakukan
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perubahan sistem pemasaran menjadi secara online atau berbasis
teknologi digital.

Adapun capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terhadap target renstra
sampai dengan triwulan II tahun 2024 ditunjukkan oleh Tabel 2.1 sebagai

berikut.
v Tabel 2.1

EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAE. BOGOR

SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Urusan,/Unsur : Pilihan

Bidang Urusan : Pertanian

Target Realisasi sampai . ¢ Capai
No Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan RENSTRA |dengan Triwulan II £ (%) - Keterangan
Tahun 2024 |  Tahua 2024 :
1 2 3 4 5 6=5/4=x100 7
Bantuan bibit
. . tanaman akan di
1 Produlksi tanaman pangan, hortikultura, dan Ton 748.135 326.454 43,64| panen pada
perkebunan
semester I tahun
2024
Tingkat produktivitas
2 Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan Ton/Ha 6.74 4,66 69,14 komoditas .
perkebunan perkebunan masih
rendah (0,13 ton/ha)
Kegiatan
. . peningkatan
3 Persentase.SDM pertanian yang meningkat % 1,78 1,38 77,53 | kompetensi SDM
kompetensinya . ,
pertanian masih
berlangsung

2.2

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sampai dengan

Triwulan II Tahun 2024

Berdasarkan perubahan RKPD tahun 2024, sampai dengan
triwulan II tahun 2024 telah dilaksanakan 6 program, 15 kegiatan, dan
51 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp 28.395.675.848,-
atau 46,80% dari total pagu sebesar Rp 60.674.445.500,- termasuk pagu
total Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp 520.000.000,-
dengan rincian berupa Pengembangan Sarana Pembibitan,
Pengembangan Demplot, Pengembangan Pertanaman, dan Penanganan
Pascapanen. Adapun anggaran DAK Non Fisik sampai dengan triwulan II

tahun 2024 belum terealisasi, karena masih dalam proses transfer
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anggaran dari pusat ke kas daerah dan memungkinkan dikerjakan hingga
akhir tahun 2024.

Komponen pagu anggaran belanja daerah terdiri atas Belanja
Operasi sebesar Rp 59.455.030.518,- dan Belanja Barang Modal sebesar
Rp 1.219.414.982,- sampai dengan Triwulan II tahun 2024 total realisasi
anggaran belanja operasi sebesar Rp 28.271.668.046,- yaitu 47,55%,
sedangkan total realisasi anggaran belanja modal sebesar Rp
124.007.802,- yaitu 10,17%. Dilihat dari rata-rata tingkat capaian kinerja
program yang berhasil diraih hingga triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar
60,09%, sedangkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan sebesar
39,86% dan rata-rata tingkat capaian kinerja sub kegiatan sebesar
41,77%. Hampir seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dan
memungkinkan dilaksanakan hingga akhir tahun.

Adapun capaian kinerja dan evaluasi hasil pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024

ditunjukkan oleh Tabel 2.2 sebagaimana terlampir.
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BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN

Perubahan rencana kerja (renja) perangkat daerah tahun
2024 berdasarkan renstra perangkat daerah dan perubahan RKPD
tahun 2024. Rencana program dan kegiatan disusun dengan
mencantumkan rencana pendanaan dan sumber pendanaan yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Rencana program dan
kegiatan juga sudah memuat lokasi pelaksanaan dan kebutuhan dana
pada tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor dalam perubahan
rencana kerja tahun 2024 melaksanakan program dan indikasi
kegiatan berdasarkan perubahan renstra perangkat daerah dan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024
memuat uraian seluruh urusan pilihan yang disertai dengan indikator
dan target capaian kinerja yang mengacu pada perubahan RKPD
tahun 2024. Selain itu, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan
disusun berdasarkan pencapaian tujuan pembangunan daerah
Kabupaten Bogor yaitu tujuan kesatu : “Terwujudnya Pelayanan
Publik yang Berkualitas” dengan sasaran : “Meningkatnya
Ketahanan Pangan”.. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Bogor dalam renstra melaksanakan program,
kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut :
1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan
kegiatan :
A. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai

dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;

b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
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B. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro

Organisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan :

a. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman;

b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman;

c. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan
kegiatan :
a. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :

a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian
lainnya;

c. Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan
dan Komoditas Perkebunan.

b. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan :
a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Usaha Tani;

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;

c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit;

d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian

Lainnya;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian,
dengan kegiatan :
A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
b. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
A. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam
Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha
Pertanian;
b. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin
Usaha Pertanian;

c. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian.

Perubahan Rencana Keyja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkeebunan Kab. Bogor Tahum 2024



5. Program Penyuluh Pertanian, dengan kegiatan :

A. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan :

a.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa;

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan
Desa;

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Pertanian;

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok

Tani Tingkat Kabupaten/Kota.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

dengan kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah, dengan sub kegiatan :

a.

0 o 0O T

g.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :

a.

b.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
Pelaksanaan  Penatausahaan dan  Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD;

. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD;
. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,

dengan sub kegiatan :
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a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
pada SKPD.
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub
kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi;
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan;
f. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan;
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
bangunan lainnya.
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya;
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya.
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Dengan melihat hasil analisis kebutuhan, review terhadap
perubahan RKPD, serta kebijakan prioritas pembangunan nasional
maupun Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024 yang berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun
2019 maka perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024
sebagai berikut :

a. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja program antara
sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan
renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)
yaitu sebanyak 6 program.

b. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja kegiatan antara
sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan
renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)
yaitu sebanyak 15 kegiatan.

c. Tidak ada perubahan jumlah maupun kinerja sub kegiatan antara
sebelum dengan sesudah perubahan renja (masih sesuai dengan
renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)
yaitu sebanyak 51 sub kegiatan.

d. Adanya perubahan kebutuhan anggaran, dimana anggaran
sebelum perubahan renja sebesar Rp 62.134.445.500,- menjadi Rp
72.206.643.400,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor.
Hal ini disebabkan antara lain karena adanya penyesuaian
anggaran sebesar Rp. 10.072.197.900,-. Adapun penyesuaian
anggaran dari gaji pegawai, belanja modal, perjalanan dinas, bahan
cetak, makan dan minum, acara pameran, sewa kendaraan,
kenaikan biaya BPJS tenaga teknis (OS), penambahan upah buruh
tani, bimbingan teknis petani, biaya penggandaan, belanja

akomodasi rapat, dan penyesuaian lainnya.

Adapun uraian atau rekapitulasi program, kegiatan, dan sub
kegiatan dalam perubahan rencana kerja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor tahun 2024

ditunjukkan oleh Tabel 3.1 sebagaimana terlampir.
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BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2024 memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun
2024 yang merupakan dokumen tahun pertama untuk pencapaian target
tujuan dan sasaran daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2024-2026. Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang
tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari aplikasi SIPD yang berlaku nasional.

Selanjutnya, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tanaman
Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2024, dan bersifat
indikatif.

Pj. BUPAMI BOGOR,



TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

NO URAIAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT KABUPATEN BOGOR
1 TEMA Mempercepat Transformasi Melanjutkan Kemandirian Optimalisasi Kinerja
Ekonomi yang Inklusif dan Masyarakat Jawa Barat Pemerintah Daerah dalam
Berkelanjutan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
2 PRIORITAS 1 Memperkuat ketahanan Pertumbuhan ekonomi 1 Stabilisasi Ekonomi

ekonomi untuk
pertumbuhan berkualitas
dan berkeadilan

berbasis inovasi, penguatan
sistem ketahanan pangan
berkelanjutan, serta
pengembangan pariwisata

Daerah

2 Mengembangkan wilayah
untuk mengurangi
kesenjangan dan
menjamin pemerataan

Reformasi sistem pendidikan
dan pemajuan kebudayaan

2 Peningkatan Tata Kelola
Pelayanan Publik,
Kinerja Aparatur, dan
Penataan Administrasi

3 Meningkatkan
sumberdaya manusia yang
berkualitas dan berdaya
saing

Penguatan sistem kesehatan
daerah

3 Pemenuhan sarana dan
prasarana pemerintah
daerah

4 Revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan

Penguatan sistem
perlindungan sosial dan
kesiapsiagaan
penanggulangan risiko
bencana

S Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung
pengembangan ekonomi
dan pelayanan dasar

Pengembangan infrastruktur
konektivitas wilayah dan

pengelolaan lingkungan hidup

serta gerakan membangun
desa

6 Membangun lingkungan
hidup, meningkatkan
ketahanan bencana dan
perubahan iklim

Inovasi pelayanan publik dan

penataan daerah

7 Memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan
transformasi pelayanan
publik.




Urusan/Unsur : Pilihan

Bidang Urusan : Pertanian

Tabel 2.1
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Target Realisasi sampai Tinegkat Capaian
No Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Satuan RENSTRA | dengan Triwulan II g (%) P Keterangan
Tahun 2024 Tahun 2024 °
1 2 3 4 5 6=5/4x 100 7
Bantuan bibit
1 Produksi tanaman pangan, hortikultura, dan Ton 748,135 326,454 43.64 tanaman akan di
perkebunan panen pada semester
II tahun 2024
Tingkat produktivitas
2 Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan Ton/Ha 6.74 4.66 69.14 komoditas .
perkebunan perkebunan masih
rendah (0,13 ton/ha)
Kegiatan peningkatan
3 Persentase SDM pertanian yang meningkat % 1.78 1.38 77.53 kompetensi SDM

kompetensinya

pertanian masih
berlangsung

Petunjuk Pengisian :
Kolom :

1

NOoO oA~ WN

Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan Indikator kinerja Tujuan dan indikator kinerja Sasaran PD

Diisi dengan satuan indikator kinerja utama PD

Diisi dengan Target indikator kinerja utama PD pada Renstra Tahun 2024

Diisi dengan realisasi indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Diisi dengan tingkat capaian indikator kinerja utama PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 (dalam persen)

Diisi dengan penjelasan alasan jika capaian 0% atau <= 50% atau >100%




Urusan/Unsur : Pilihan

Bidang Urusan : Pertanian

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. BOGOR s/d TRIWULAN Il TAHUN 2024

Tabel 2.2

Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026

Realisasi Capaian Kinerja Renja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja & Anggaran
Renja sampai dengan

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja sd

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan Il Tahun 2024 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K [ Rp. K | Rp. K | Rp. K | Rp. K [ Rp. [ Rp. Rp.
1 3 4 5 6 7 8 ) 10=6+8 11=10/5*100 12 13
3 Pilihan
3|27 Pertanian
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produktivitas pertanian pangan per ha per . .
32702 PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | tahun ton/ha 6.88 25,743,558,534) 737 11,117,078,386 6.84 8,170,289,875 71 4,582,469,741 103.95 56.09) 7.1 4,582,469,741 103.34 17.80|Bidang Sarana Pertanian
3 |27]02( 201 F F Jumlah luas areal tanam ha 297,920 7510,651,399| 91,007 4225191266 98,812 3,732,150,402, 36,610} 2,733,836,376) 37.05 73.25 36610 2,733,836,376 1229 36.40|Bidang Sarana Pertanian
T SaraE
P P Pendukung Pertanian Sesuai dengan
3 | 2702 201 01 [Pertanian sesuai dengan Komoditas, Komoditas laporan 36 3,994,855,524 2 2,711,300,108, 1 2,642,157,358 1,875,808,092] 66.67| 71.00 0 1,875,808,092 19.94 46.96 | Ketua Tim Pupuk dan Pestisida|
Teknologi dan Spesifik Lokasi
Jumlah pestisida yang disalurkan kepada onis 2 72625 1 1 1
kelompok tani
Jumlah pupuk non sups\dl yang disalurkan Jter 163,000 5250 16,000 16,000} 16000
kepada kelompok tani
Pendampingan Penagunaan Sarana Jumlah  Pendampingan Penggunaan
3 |27]02|201]) 02 Pendukuﬁ\ggpeﬂamagr? Sarana Pendukung Pertanian laporan 36 3,515,795,875 9] 1,613,891,158 12 1,089,993,044 6 858,028,284 68.94 78.72 6 858,028,284 179 24.40Ketua Tim Alat dan Mesin
Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian unit 420 156 33 29 29
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Jumiah komoditas benih/bibit tanaman
3 |27]02] 202 Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme p:rtanian ' o! komoditas 3 18,232,907,135} 3| 6,891,887,120 3 4,438,139,473) 2 1,848,633,365) 66.67| 41.65) 2 1,848,633,365 66.67 10.14|Bidang Sarana Pertanian
Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang
3 |27 f02]202] 01 | Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian ) 6} 1,276,921,757| 2,140,503 358 1 295,003,509 1 185,713,726 50.00) 62.95) 1 185,713,726 833 14.54|UPT Pertanian Wilayah Il
SDG Hewan/Tanaman (
Jumlah bibit palawija yang dikembangkan kg 3,000 1,000 0| 0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumiah SDG Hewan/Tanaman yang
3 | 27]02|202] 04 ) Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian VUB 6] 2,396,413,458 2 772,088,868 0 322,070,288 25.00 4.7 0 322,070,288 294 UPT Pertanian Wilayah V
Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil V)
Jumlah benih sayuran siap edar kg 13
Jumlah produksi bibit tanaman obat polybag 17,000 3,000 1500} 1500
Jumlah produksi benih tanaman sayur (masa pohon 250 250 0 0
tanam 2 bulan)
Jumlah produksi bibit tanaman sayur dalam polybag 20,000 20,000 10000 10000
polibag
JUMTETSUG TeWaTT Tamaaryang
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Diakukan Pelestarian dan Pemumian
3| 27| 02]202] 05 ) ) _ VUB 3 2,013,838,229 2 756,192,102 0 231,629,977 30.63 0 231,629,977 1225 UPT Pertanian Wilayah VIII
Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil VIIl)
Jumlah bibit tanaman perkebunan yang
bersertifikat pohon 90200




Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026

Realisasi Capaian Kinerja Renja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja & Anggaran
Renja sampai dengan

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja sd

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 'sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan Il Tahun 2024 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K | Rp. KT Rp. K Rp. K | Rp. K | Rp. | Rp. K Rp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 =6+8 11=10/5*100 12 13
Jymlah b\blttanamefn perkebunan yang pohon 20160) 20,160) 0 0
dipelihara sampai siap edar
JEJmIah bibit tanaman perkebunan yang pohon 27000 27,000 0 0
dipelihara selama 4 bulan
JUMTETSUG TeWaTT TaTaTayamg
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian
6 Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil 1X) VUB 6] 1,038,300,000} 3 356,520,221 0 71,127,330 0.00} 19.95) 0 71,127,330 0.00 UPT Pertanian Wilayah IX
1
Jumlah bibit tanaman buah yang dikembangkan | batang 4300 584,333,686/ 3,500 0 0
13
Jumlah bibit tanaman hias yang dikembangkan |batang 1500} 500 [ 0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Jumiah SDG Hewan/Tanaman yang
7 am U y " Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian vuB 6} 3,983,839,606 1 322,770,669 2 1,173,741,232 2 485,629,568 55.29) 41.37 2 485,629,568 27.84 UPT Pertanian Wilayah XI
Hewan/Tanaman (UPT Pertanian Wil XI)
Jumlah benih padi bersertifikat ton 210 14 60 39 39
Produksi benih seluas 12 Ha dengan masa
pemeliharaan dan panen periode Jan-Mar 2024 on % ! 327,867,238 % * ¥
Produksi benih seluas 12 Ha untuk masa
tanam, pemeliharaan, dan panen periode April- |ton 25 18 25 [ 0
September 2024
1 3516,412,171
Luas produksi benih dengan masa tanam dan
0
pemeliharaan periode Okt-Des 2024 Ha 12 2 0
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas dokumen 3 1,301,121,964} 3 1 359,327,261 0| 153,738,026/ 23.08] 42.78)
Tanaman (UPT Pertanian Wilayah Ill SDG He T
8 ( ian Wilayah ) lewan/Tanaman 0 153,738,026 1538 UPT Pertanian Wilayah
Jumlah UPJA yang dibina UPJA 13 13) 4
100 8,866,210,634| 4
Jumlah alsintan yang dipeliharaldiperbaiki unit 26 26 10
1 519,409,958 10
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG |dokumen 3 1
T UPT Pertanian Wilayah VI H T
g | Tanaman (UPT Pertanian Wilayah Vi) evantanaman 1,219,647,845 1 249,985,533 321,768,961 o 162,375,953 3095 5046 0 162,375,953 2500 UPT Pertanian Wiiayah VI
Jumlah UPJA yang dibina UPJA 14 14
1 33,601,000 7 7
Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki unit 28 28
2 235,823,425 12 12
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG |dokumen 3 1
Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X) H T
1 { ian Wilayzh X) ewanftanaman 1,245,983,287] 35 8346,800,676 350,603,786 o 200,407,530 16.67 57.16 0 200407530 141 UPT Pertanian Wiiayah X
Jumlah UPJA yang dibina UPJA 18 18|
23 5,148,146,145| 4 4
Jumlah alsintan yang dipelihara/diperbaiki unit 36 36
0 10 10
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman  |dokumen 3) 3,756,840,989] 1
Ketua Tim Pengelolaan
2 585,463,728 52,893,533 0 35,940,967 50.00) 67.95) 0 35,940,967 50.00 Sumber Daya Genetik
Tanaman
Jumlah sarana perbenihan/pembibitan jenis 10) 10|
5] 1,190,830,908 10 10




Realisasi Kinerja & Anggaran linakatCapaankieriacal

Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Renja sampal dengan Realisasi Anggaran Renja sd
Kode Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan I :ahun zg;u Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K Rp- K Rp- K Rp- K T Rp- K T re K Rp- K Rp-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=6+8 11=10/5"100 12 13

Jumlah data potensi pengembangan

3 | 27]03] 201 Pengembangan Prasarana Pertanian e dokumen 9| 1,895,797,098| 5] 1,422,359,895 3.00 264,148,497 0 44,751,992 0.00} 16.94 0 44,751,992 0.00 2.36|Bidang Prasarana Pertanian
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Jumlah Dokumen Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian
3 | 2703|201 01 [Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan dokumen 3] 921,075,397 4917 1,961,743,486 1 144,174,608 0 26,593,992 0.00) 18.45] 0] 26,593,992 0.00 2.89|Ketua Tim Pengelolaan Lahan
Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ | Cadangan Pertanian Pangan
LCP2B CP2B yang Dikelola
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Jumiah Koordinasi dan Sinkronisasi
3 |27]03|201] 03 I Prasarana laporan 3 102,150,793 22,653 1,961,743,486 1 7,500,000 0 2,116,400 0.00) 28.22 0] 2,116,400 0.00 2.07 Ketua Tim Pengelolaan Lahan
Pendukung Pertanian lainnya y .
Pendukung Pertanian Lainnya
Action Plan Jumlah Dokumen Actionplan Pengembangan
3 |27(03]201] 04 |, N . , Sarana, Kawasan, dan Komoditas  |dokumen 6] 872,570,908 13 504,604,367 1 112,473,889 0 16,041,600 0.00) 14.26] 0] 16,041,600 0.00 1.84|Ketua Tim Pengelolaan Lahan
Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pertanian
3 |27]03| 202 |Pembangunan Prasarana Pertanian ;:r::'r‘;ﬁ:::"’ pertanianyang terbangun, o 7 14491232877 8 14 3493426023 0 191,592,068 000 548 0 191,592,068 000 1,32 Bidang Prasarana Pertarian
3 | 27| 03| 202 [ o1 |Pempangu i dan Jumiah Jatingan Irigasi Usaha Tani yang | 2 566713233 500 462,194,330 9 2,082,735,048 0 55,932,742 0.0 269 0 55,932,742 000 0.95|Ketua Tim Pengelolaan Air
Jaringan Irigasi Usaha Tani Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara

3 |27] 03] 202| 03 | ehabiltasi dan Jumiah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, | § 2,086,000,000( 22626.21 994,044,789 2 559,201,358 o 79,030,492 0.00 1443 0 79,030,492 0.00 3,79 Ketua Tim inrastruktur
Jalan Usaha Tani Direhabilitasi , dan Dipelihara Pertanian

3 [27]03] 202 04 |/ ) danf Jumlah Dam Parit yang Dibangun, unit 3 1,030,298,343 1 2 550,359,826 o 29,492,242 0.00 536 0 29,492,242 0.00 2.86Ketua Tim Pengelolaan Ar
DAM Parit Direhabilitasi , dan Dipelihara

Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya

F y dan yang Dibangun, Direhabiltasi,dan Dipelihara [unit 18 432,992,486 59 2773,020934 1 301,129,791 1 27,136,592 10000 001 1 27,136,502 556 0,63 etua Tim Infrastruktur
Prasarana Pertanian Lainnya Pertanian

3 | 27| 05| 201 | |Pengendalian dan Penangguiangan Jumizh cakupan luas lahan pengendalian |, 30000 7,360,426,007 0 12000 1370500629 1200000 1122302 10000 se21| 100 771122302 4000 10 43| ideng Perindungan dan
Bencana Pertanian dan bencana pertanian Pelayanan Pertanian
F lian Organisme F F Tumbuhan (OPT) Tanaman
3 | 27] 05| 201 | o1 |Tembuhan (OPT) Tanaman Pangan, Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang 1,650 1,568,766,010) 1 1,776,193,153) 200 357,208,872 115 84,272,684 417 2359 115 84,272,684 2848 UPT Pertanian Wilayah |
Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian [ Dikendalikan
Wilayah I)
Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana gerakan 14 2 14 7 7
pendukungnya
Jumlah lokasi diseminasi teknologi "
pengendalian OPT kelompok tani 12| 1 12| 3] 3
_R emng:;::\Ig\POrgTa:r\‘saw‘ea:il;g‘ga;ggu Jumlah Luas Serangan Organisme
3 |27)|05]201| 01 . (OPT) 9an, Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman ha 1600 1,506,702,810} 3] 500 370,451,763 285 147,913,534 55.11 39.93) 285 147,913,534 36.41 UPT Pertanian Wilayah XIl
Hortikultura, dan Perkebunan (UPT Pertanian
\Wilayah X1 Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang
yah Xi) Dikendalian
Jumlah gerakan pengendalian OPT dan sarana gerakan 20 10 295,446,958 2 1 17"
pendukungnya
Jumlah lokasi diseminasi teknologi Kelompok tani 151 0 15 8 8

pengendalian OPT




Realisasi Kinerja & Anggaran Ul D T A
Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan -y Jai i gagn Realisasi Anggaran Renja sd
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 'sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triw]u lan i $ahun 2902 4 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
Rp. KT Rp. K Rp. K | Rp. K | Rp. | Rp. K Rp.
2 ) 6 7 B 9 0=6+8 TT=105100 12 13
UG ATEa TeTTampaK Peruoaar TR (DT
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) ~ [ Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketua Tim Perlindungan
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan ha 30,000 4,284,957,186 5 12,000 642,749,991 12000} 538,936,084 100.00} 83.85) 12000 538,936,084 20.00 12.58 Per:an'a‘n indung
Perkebunan yang Ditangani !
Jumlah Kajian Pembuatan Sumur Pantek di
Lokasi Sawah Rawan Kekeringan dokumen 7 60 400,391,407
0]
06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 9Kt Pel2yanan pemberian pertimbangan |, 100 8,234,214,460 3333 3,279,774,860 18.06| 1780,188,821 54.19) 5428  1806| 1780188821 18,06 21,62 Bidang Perlindungan dan
teknis ijin usaha pertanian Pelayanan Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang 1
06 201 Kegiatan Usahanya dalam Daerah izl pekkulusahaldstam [y ndapat k2 | o e 360) 8,234,214,460 5 120) 3.279,774,860 65 1,780,188,821 5417 5428 65| 1780188821 18.06 21,62| Bidang Perlindungan dan
arahan teknis yang terfasilitasi Pelayanan Pertanian
Kabupaten/Kota
06| 201 | o1 [Penyusunan Standar Pelayanan Publik Jumlah Dok Standr Pelayanan Publik dokumen 392 1330800000 350 595,274,007 40 145976416 2 52,206,284 62.50 3583 2 52,206,284 319 393|Ketua Tim Data dan Informasi
Pemberian Izin Usaha Pertanian Pemberian Izin Usaha Pertanian
Jumlah pengembangan aplikasi sistem paket 1 2195 5950.274,007
informasi pertanian yang tersedia
Penilaian Kelayakan dan Pemberi Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Ketua Tim Pel Usaha
06 [ 201 | oz [LCMaan Relayakan dan temberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | dokumen 3 4,268,764,507 37 2,705,477,866 1 2,586,828,491 o 1,555,528,856) 97.32 60.13 0| 1555528856 164 36.44|"Cu2 Tim Feidyanan Lsa
Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Pertanian
Jumlah Ke\umpok tani yang mengajukan poktanipelaku usaha 360 2 7 7
registrasi kebun
Jumlah sertifikasi benih yang direkomendasikan |label/sertifikasi 165000} 116
Jumlah pelaku usaha 32| 4 32| 2| 2
Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran ali 3 7 1,357.948.158)
Komoditas Pertanian
dan p: Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina  |laporan 3 1
Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanial dan Di: i
06] 201 03 vlvliTay:h P ertanian (UPT Pertanian an Diawast 1,454,370,032 258,538,803 o 89,950,001 2178 34.79) 0 89,950,001 952 UPT Pertanian Wilayah IV
Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi | pelaku usaha 210} 120
penerapan izin usahanya 1 m 40
Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran  |[kali 12| 12
Komoditas Pertanian 1200 o 6
dan p: Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina laporan 3] 1
Izin Usaha Pertanian (UPT Pertanian dan Diawasi
06| 201 | 03 [y N0 ( onDaes! 1480279.821 0 288,431,150 0 62,413,680 5278 2857 0 62413680 “as UPT Pertanian Wikayah Vi
Jumlah pelaku usaha yang dibina dan diawasi | pelaku usaha 210) 120
h:
penerapan izin usahanya 2% 1440682308 70 7
Jumlah Penyelenggaraan Promosi/Pameran  [Kali 5§ 5|
Komoditas Pertanian 0 5 5
Jumlah percontohan agribisnis yang dikelola  [unit 1 1
12 0 0
07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN || creentase peningkatan kemampuan kelas 66.63 17,851,434,558) 12 65.93 3,221,939,462 28.00 1,106,892,718 4247 34.35) o| 1106892718 0.00 6.20|Bidang Penyuluhan
kelompok berdasarkan skor penilaian
07] 201 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah penyuluh dan petani yang dibina orang 5,070 17,851,434 558 10 1,645] 3,221,939,462] 575) 1,106,892,718| 34.95) 34.35 575 1,106,892,718 11.34 6.20|Bidang Penyuluhan
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
07]201] 01 d P 9 diKecamatan dan Desa yang unit 60 7,658,889,901 1 12 2,659,980,641 3 865,034,384 46.59) 3252 3 865,034,384 64.89 11.29|Ketua Tim Ketenagaan
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa| ... y
Ditingkatkan Kapasitasnya




Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026

Realisasi Capaian Kinerja Renja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja & Anggaran
Renja sampai dengan

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja sd

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 'sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan Il Tahun 2024 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K Rp. KT Rp. K Rp. K | Rp. K Rp. | Rp. K Rp.
T A 3 7 3 7 B 9 10=6+8 T1= 1055100 12 13
Jumlah Penyuluh Pertanian Swadayayang | 190) 14 455,165,675 190 380 380
terfasilitasi dalam pelaksanaan tugas
Jumlah Dokumen Programa Penyuluhan
1
(Tingkat Kec, Kab, dan Desa) buku 1437 00 42,618,487,262 197 0 0
Jumlah Fasilitasi rapat pertemuan 2 mingguan ali 264 m 332333716 264 144 144
Terukurnya kinerja penyuluh pertanian dalam orang 367, 9 23748600 367 o 0
melaksanakan tugas
Jumlah hadiah penyuluh ASN, THL-TBPPD,
dan PPS teladan orang 9 1 56,068,500 9 0 0
3 [27]07] 201 02 Kapasitas Jumiah Petani di kelompok tani 165| 3,840,852,579 3 9,573,000 55 197,519,958 1 29,930,692 463 15.15 7 29,930,692 158 0.78|Ketua Tim Kelembagaan
Petani di Kecamatan dan Desa dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah penyelenggaraan acara pertanian
(KTNA expofiambore petani millennialsHKP | kegiatan 7 1 9,116,900 1 0 0
tingkat kabupaten)
Jumlah bibit untuk lomba-lomba seperti
posyandu, P2WKSS, sekolah sehat, PKK, dil | pohon 4800 3 5,985,500 960 100 100
Jumlah kampung tematik yang terbentuk unit 2 10 149,092,508
Penilaian BPP, Gapoktan,
KEP/Poktan/Posluhdes/Petani berprestasi paket 4 ” 78,748,708 4 0 0
Terfasilitasi tersusunnya dokumentasi RDKK  dokumen 2259 0 2,259 0 0
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan|
3 | 27{ 07| 201 | o3 [Fenyediaen dan Pemanfaatan Sarana dan | Pertanian unit 3 4891602078 100 31,891,159,613 12 315,602,813 12 183,862,892 7000 58.26 12 183,882,892 972 376 Ketua Tim Sarana dan
Prasarana Penyuluhan Pertanian Prasarana Penyuluhan
Jumlah penyelenggaraan panen raya kali 3] 12 31,700,578,581
Jumlah pelatihan pengembangan metode it 12) 12 147471624 3 3 3
penyuluhan
Jumlah pengembangan website dan
penyediaan peta singkap BPP 8PP 2 2 32,103,808
Jumlah siaran radio kali 60 1 1,184,700
P dan P
AFS (budidaya sayuran, melon, anggur dan paket 1 1 2,094,000 1 0 0
padi)
Terpeliharanya bangunan Saung Agro pada it 1 13 5013500 4 1 4
lahan AFS
Terfasilitasinya Perjalanan Dinas
PenyuluhKorluh orang 360 1 2,713,400 360 180, 180
3 | 27| 07| 201 | o5 |Pemoentuken dan Penyelenggaraan Sekolah |Jumiah Sekolah Lapang Kelompok Tani |, 4 75 1460000000 100 2438,300 2 48,836,050 1 28,044,750 50.00) 5743 1 28,044,750 133 1gg| Ketua Tim Sarana dan
Lapang Kelompok Tani Tingkat Kecamatan ~ |yang Terbentuk dan Beroperasi Prasarana Penyuluhan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi
32701 PEMERINTAHAN DAERAH P 9 9 % 100} 131,935,974,063} 18 2,438,300 100 40,874,366,157 50.00 19,918,658,206) 50.00 48.73 0  19,918,658,206 0.00 15.10| Sekretariat
KABUPATEN/KOTA peranctatiaesh




Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026

Realisasi Capaian Kinerja Renja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja & Anggaran
Renja sampai dengan

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja sd

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan Il Tahun 2024 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K Rp- K1 Rp- K Rp- K T Rp- K T re T Rp. K Rp.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 =6+8 11=10/5"100 12 13
27|01 [ 201|  |Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluzsi (Jumiah dokumen pedoman kinerja dokumen o7, 1,381,000000( 100 59,041,000 15} 313,717,707 9 71,157,542 60.00 22,68 9 71,167,542 928 g P AT e
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang tersedia Pelaporan
Dokumen Jumlah  Dokumen  Perencanaan Sub Koordinator Program dan
27 [o1] 201 ] ot |] ument g dokumen 19) 235,000,000 240 27,438,000 10 31,018,300 5 15,426,750 50.00 49.73 5 15,426,750 26.32 656 210 Koordinator Progr
Perangkat Daerah Pelaporan
Daerah
. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan .
27| 01| 201 02 :"“’d"‘“‘ dan Penyusunan Dokumen RKA- | - i oordinasi Penyusunan Dokumen RKA- [ dokumen 3 134,000,000 0 1 76,819,991 o 19,466,900 0.00 2534 0 19,466,900 0.00 1453 g::’aK:r“a':'"a'“' Program dan
SKPD P
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Sub Koordinator Program dan
27101]201] 03 W Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen 3 67,000,000 8] 1,918,000 2 9,494,025 1 8,449,000 50.00) 88.99) 1 8,449,000 3333 1261 og
Perubahan RKA-SKPD Pelaporan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Sub Koordinator Program dan
27101 2.01| 04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- | dokumen 3 54,000,000 0] 1 2,998,800 0 - 0.00) 0.00) 0 - 0.00 0.00 Pelaporan og
SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- [Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Sub Koordinator Program dan
27(01] 201 05 SKPD Dokumen Perubahan DPA-SKPD dokumen 3 54,000,000 8] 9,985,000 2 2,998,800 1 L 50.00) 0.00) 1 - 33.33 0.00 Pelaporan
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
27| 01 201 | 0 [Koordinast dan Penyusunan Laporan Gapaian | Reaiisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hesil o, 15 531000000 325 20000000 10 13,049,858 8 16,969,892 6000 1501 6 16,969,892 4000 3.20| 3ub Koordinator Program dan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Pelaporan
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Sub Koordinator Program dan
27 (01| 2.01 | 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat laporan 51 306,000,000 0 17 77,337,933 8| 10,845,000 23.53] 14.02 8 10,845,000 15.69 354 Pelaporan 9
Daerah P
aplikasi 1 0] 1 0 0
27|01 202|  |Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah |Fersentase Laporan Keuangan Perangkat |, 100 113,025,113.424 0 100 36,544112.799 50 18,352,691,471 50,00 5022 o| 18352691471 000 16.24[Sub Bagian Kevangan
Daerah yang Tersusun Dengan Baik
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
27(01] 2.02 [ 01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan orang/bulan 240 112,298,013,424 100; 1,191,881,947 240 36,357,664,892 240 18,248,351,603 | 100.00| 50.19) 240 18,248,351,603 100.00 16.25)|Sub Bagian Keuangan
Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumiah  Dokumen - Penatausahaan
27101202 03 p ) dan dokumen ajuan bulanan 36 550,500,000 12 60,582,900 12| 146,662,024 [ 85,597,976 50.00) 58.36) 6 85,597,976 16.67 15.55|Sub Bagian Keuangan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - -
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
27101202 04 i dan Akuntansi SKPD dokumen 6} 115,750,000 38| 186,256,600| 2 32,936,408 0 16,333,392 0.00) 49.59) 0 16,333,392 0.00 14.11|Sub Bagian Keuangan
Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
27101202 05 . s dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan 3 11,750,000 9] 26,273,800 1 1,183,575 1 685,500 100.00} 57.92 1 685,500 3333 5.83|Sub Bagian Keuangan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
27| 01| 202 06 [Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumiah Dokumen Bahan Tanggapan dokumen 3 8,100,000 2 75,149,050 1 1,383900 0 885,500 000 63.99 0 885,500 000 10.93[Sub Bagian Kevangan
Tanggapan Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
Koonss P apoan (30000 U S
27101202 07 Bulanan/Tri o P laporan 36 35,500,000 1 62,346,500 12| 2,782,000 6 837,500 50.00) 30.10 6 837,500 16.67 2.36(Sub Bagian Keuangan
SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Tri SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Jumiah - Dokumen  Pelaporan - dan
27| 01| 202 08 [-°V 4 1515 Prognosis| anaisis dokumen 3 5,500,000 0 1 1,500,000 0 B 0.00) 0.00) 0 - 000 0.00{Sub Bagian Keuangan
Realisasi Anggaran )
Prognosis Realisasi Anggaran
2701 203 Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Pelayananlumum yang % 100 10,493,144 0 100) 982,500 15 | 15,00 .00 15 . 15.00 0.00 Sub Baglarf Umum dan
Perangkat Daerah Terlaksana Dengan Baik Kepegawaian
. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan .
27| 01| 203 | o1 |Rekonsiiasi dan Penyusunan Laporan Barang oo o ioan  aporan Barang Milk Daerah  [laporan § 10493,144) 3550 142,000,000 P 982,500 2 . 100.00 0.00 2 . 3333 0,00 Sub Bagian Umum dan
Milik Daerah pada SKPD Kepegawaian
pada SKPD
ar| o1 205 g yanen aparetryang o, 100 1081639412 1 100 12,100,000 50 1,050,000 5000 858 50 1,050,000 5000 01| Sub Bagan Umum dan
Daerah Terlaksana Dengan Baik Kepegawaian




Realisasi Kinerja & Anggaran linakatCapaankieriacal
Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Renjasam; j: e gfn Realisasi Anggaran Renja sd
Kode Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan I :ahun 29024 Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K Rp- K Rp- K Rp- K T Rp- K T re K Rp- K Rp-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =6+8 11=10/5"100 12 13

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlar.| Pegawal B.erd.asarkan Tugas dan Sub Bagian Umum dan
3 |27)01]205( 09 . Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan .
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelatihan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan

3 |27]01] 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayanan Umum Terlaksana Dengan Baik  |% 100) 3,079,420,834] 12 443,842,000 100 1,018,595,358 50} 424,340,393 50.00) 41.66) 50/ 424,340,393 50.00 13.78 Gz

Jumlah Paket Komponen Instalasi

Penyediaan Komponen Instalasi ListrilPenerangan  Bangunan Kantor yang | o4 3 208,132,431 20 2,382,616,000 1 44,031,425 1 43,420,000 100.00 9861 1 43,420,000 3333 20,86 Sub Bagian Umum dan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Disediakan Kepegawaian

w
N
I
o
~
=
3
2

SUTTETT FaRet g uar

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Kantor

Sub Bagian Umum dan

paket 6} 412,389,133 100; 2,004,482,338 3 127,646,759 3 123,105,100 100.00} 96.44| 3] 123,105,100 50.00 29.85 N
Kepegawaian

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang

3 | 27| 01| 2.06 | 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan paket 9 314,504,280 12 1,460,738,256] 3 100,993,131 3 30,229,500 100.00) 2993 3 30,229,500 3333 961|310 Bagian Umum dan

JUTTTET PaRET BaTany CetERaT T
Penggandaan yang Disediakan

©
)
N
2
»
=)
S
<
&

Penyediazn Barang Cetakan dan paket 9 213,283,875 5 2 40,353,353 1 16,293,500 50.00 4038 1 16,293,500 111 7,64 Sub Bagian Umum dan
Penggandaan Kepegawaian

JUMTaTT DORUMETT BaTTaT BaCaaTT UaT PeratraT
Perundang-Undangan yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacazn dan Peraturan dokumen 3 89,916,000 100 3,634,732,348 1 26,040,000 1 10,850,000 100.00 4167 1 10,850,000 3333 12,07| U0 Bagian Umum dan
Perundang-undangan Kepegawaian
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S

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Fasiltasi Kunjungan Tamu leporan 3 520800000 225 613051227 12 139,950,000 § 62,415,000 5000 44560 6 62,415,000 1667 11,9 Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian
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Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah  Laporan  Penyelenggaraan
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

w
N
I
2
~
1=
3
2
3

laporan 6] 1,157,152,500) 1 2,841,482,121 2| 365,376,000 1 138,027,293 50.00 37.78 1 138,027,293 16.67 11.93

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip

3 | 27| 01| 206 | 10 |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Dinamis pada SKPD dokumen o 30281265 230 180,199,000 1 174,204,690 o - 0.00 0.00 0 - 0.00 0,00 U0 Bagian Umum dan

Kepegawaian

S

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang |Persentase Pelayanan Umum yang
Urusan Pemerintah Dearah Terlaksana Dengan Baik Kepegawaian

% 100 1,867,660,897 100 27,1295 0 1 0.0 0.0 0 . 000 pag EREB T mEsR

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau

i K Di Disediak: i
Pengadaan Kendafaan Perorangan Dinas endaraan Dinas Jabatan yang Disediakan it 3 954464100 4 215,007 0 ) 0.00) 0.00) 0 . 0.00 0.0 Sub Baglap Umum dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kepegawaian

w
)
N
2
~
=Y
)
2
S




Realisasi Kinerja & Anggaran

Tingkat Capaian Kinerja dan

Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renja Target Kinerja dan Anggaran Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Tingkat Capaian Kinerja dan Renja sampal dengan Realisasi Anggaran Renja sd
Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan I $ahun zgoz " Tahun 2024 Penanggung Jawab Ket
(%)
K Rp- K1 Rp- K Rp- K T Rp- K T re T Rp. K Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 =6+8 11=10/5"100 12 13

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Jumiah Unit Sarana dan Prasarana Sub Bagian Umum dan
3 |27]01|207] 05 9 . 9 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang ~ [unit 57 547,530,153 22 26,914,590 0 g 0.00) 0.00) 0 - 0.00 0.00 gan
Kantor atau bangunan lainnya " Kepegawaian
Disediakan
3 | 27| 01| 208| |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan LrseptasePasyanan U vang % 100 6,713987,402 100 2,049,728,196 50 1,057,519,800 50.00) 5159 50[ 1057519800 50.00 i5i75] CuEasan LT
Pemerintahan Daerah Terlaksana Dengan Baik Kepegawaian
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
3 |27 [ 01| 208 [ 02 |Fenvediaan Jasa Sumber Daya | Komunikasi, Sumber Daya Alrdan Listrk yang |, 0.y 36 2,198,981,977 12 619,776,500 o 269,685,506 50.00 4351 6 269,685,506 1667 12,26 3u0 Bagian Umum dan
Air dan Listrik Disediakan Kepegawaian
JUTTTETTCapoTaTT Tasa
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan .
N Sub Bagian Umum dan
3 | 2701|208 | 04 [Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor laporan 36 4,515,005,425) 12| 1,429,951,696 [ 787,834,294 50.00) 55.10) 6] 787,834,294 16.67 17.45 Kepegawaian
3 |27 [01[200[ |Femefiharaan Barang Miik Dacrah B ek o AU Y2 % 100 4776,656,950) 100 908,000,000 30 11,899,000 3000 131 3 11,899,000 3000 0725 |t oad e
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah [ Terlaksana Dengan Baik Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Sub Bagian Umum dan
3 | 2701|209 02 [Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan unit 245) 2,262,713,250) 243 698,300,000 40} 11,899,000 16.46) 1.70} 40 11,899,000 16.33 053 9 .
" . ! A Kepegawaian
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |Pajak dan Perizinannya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Sub Bagian Umum dan
3 |27]01| 209 10 |Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya unit 768 807,801,700 244 209,700,000 80) L 32.79) 0.00) 80/ - 1042 0.00 9 N
. o " o Kepegawaian
Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
Jumlah Program 6 207,512,637,597 Pagu Anggaran 60,674,445,500 Realisasi 28,395,675,848 28,395,675,848|
Jumlah Kegiatan 15
Jumlah Sub Kegiatan 51
% PREDIKAT KERJA|
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENDAH
REALISASI ANGGARAN SANGAT RENDAH
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA PROGRAM (OUTCOME/INDIKATOR PROGRAM) X RENDAH
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN KEGIATAN) .86 SANGAT RENDAH
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN (OUTPUT/ KELUARAN SUB KEGIATAN) 77 SANGAT RENDAH
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN ANGGARAN 28.94 SANGAT RENDAH
Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :
1. Adanva dukungan bantuan dari tinakat pusat maupun provinsi
2. Adanya pertumbuhan usaha di sektor pertanian
Faktor kinerja :
1. Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian yang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)/Good Agriculture Practise (GAP)/Good Handling Practise (GHP) baik dalam tahap budidaya maupun pasca panen/pengolahan hasil
2. Belum optimalnva pengetahuan kelompok tani tentang Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
3. Terbatasnya ketersediaan dan kepemilikan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan | |
4. Teriadinva perubahan iklim secara alobal (dampak elnino) yang berpenaaruh terhadap capaian produksilproduktivitas |
5. Adanva keterbatasan jumlah tenaaa penvuluh pertanian dan belum optimalnva dinamika kelompok tani dari aspek teknis atau administrasi serta masih rendahnva kemampuan kelompok tani dalam pengelolaan bantuan secara berkelanjutan
Tindak lanjut yang di dalam triwulan
1. Meningkatkan penerapan teknoloai pertanian dan bimbingan teknis budidaya tanaman secara berkelaniutan terkait penerapan SOP/GAP/GHP |
2. Meningkatkan upava pencegahan dan penanggulangan gangquan Organisme Pengganagu Tanaman (OPT) melalui gerakan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
3. Meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentana Lahan Pertanian Panaan Berkelaniutan (LP2B) kepada masvarakat
4. Meninakatkan sosialisasi dan penerapan vang berkelanijutan terkait Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) auna menekan resiko bencana pertanian |
5. Meninakatkan kebiiakan vana mendukuna peninakatan kualitas maupun kuantitas SDM pertanian secara berkelanjutan serta menaoptimalkan peran dan funasi kelompok tani auna menciptakan kelompok tani vana mandiri

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

Catatan : Pedomani Buku Il Ranhir Perubahan RKPD Kab. Bogor Tahun 2024
Petunjuk pengisian :
<olom

1
2

Diisi dengan kode kegiatan

Diisi dengan nama program, nama kegiatan, dan nama sub kegiatan




Target Kinerja Renstra pada Tahun 2026

Realisasi Capaian Kinerja Renja

Target Kinerja dan Anggaran

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Kinerja & Anggaran
Renja sampai dengan

Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja sd

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Satuan (Akhir Periode Renstra) sampai dengan Tahun 2023 Renja Tahun 2024 'sampai dengan Triwulan Il Tahun 2024 Realisasi Anggaran Renja (%) Triwulan Il Tahun 2024 Tahn(x; )2024 Penanggung Jawab Ket
)
K | Rp. KT Rp. K Rp. K | Rp. K | Rp. | Rp. K Rp.
1 2 4 5 6 7 8 9 10=6+8 11=10/5*100 12 13
3 Diisi dengan indikator program, indikator kegiatan, dan indikator sub kegiatan
4 Diisi dengan satuan
5 Diisi dengan volume target kinerja dan anggaran pada tahun 2026 (akhir periode Renstra)
6 Diisi dengan volume realisasi capaian kinerja dan anggaran sampai dengan tahun 2023
7 Diisi dengan volume target kinerja dan anggaran tahun 2024 sebelum perubahan
8 Diisi dengan volume capaian realisasi kinerja dan anggaran pada renja tahun 2024 sampai dengan triwulan Il tahun 2024
9 Diisi dengan tingkat capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada renja tahun 2024 (dalam persentase)
10 Diisi dengan realisasi kinerja dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan Il tahun 2024 (realisasi capaian kinerja renja s/d tahun 2023 + realisasi capaian kinerja anggaran renja sampai dengan triwulan Il tahun 2024) = kolom 6 + kolom 8
11 Diisi dengan tingkat capaian realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada renja sampai dengan tahun 2024 (Kolom 11= 10/5 x 100%)
12 Diisi dengan nama koordinator yang jawab pada program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diampu
13 Diisi dengan penjelasan bila diperlukan




Urusan/Unsur
Bidang Urusan

: Pilihan
: Pertanian

TABEL 3.1

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
URUSAN
3 PEMERINTAHAN
PILIHAN
3l 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Memperkuat
PROGRAM PENYEDIAAN Produkiivitas pertanian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 271 02 DAN PENGEMBANGAN pangan per h:per - ton/ha 7 6.84 6.84 5,426,460,526 7,650,289,875 8,151,866,244| 14,748,888,934| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 7 16,223,777,827
SARANA PERTANIAN g berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
N P ———— Pengawasan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 271 02 2,01 9 . 99 Penggunaan Sarana ha 100,798 98,812 98,812 131,903,699 3,212,150,402| 3,732,150,378 9,730,457,611| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 99,800 10,703,503,372
Sarana Pertanian . Daerah (PAD) X
Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Pengawasan Memperkuat
Pengawasan Penggunaan ) I
Sarana Pendukung Pertanian Penggunaan Sarana Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 271 02 2.01 01 sesuai dengan Kog'\oditas Pendukung Pertanian laporan 1 12 1 52,169,608 2,122,157,358 2,642,157,334 4,642,152,834( Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 5,106,368,117
Teknologi dan Spesifik Lokasi Sesuai dengan berkualitas dan Daerah
Komoditas berkeadilan
Jumlah pestisida yang
disalurkan kepada kelompok  [jenis 2 2 2 2
tani
Jumlah pupuk non subsidi
yang disalurkan kepada kg 86,836 85,125 85,125 85,976
kelompok tani
Memperkuat
Pendampingan Penggunaan Jumlah Pendampingan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| 02| 201 o2 ping ggunaa Penggunaan Sarana  |laporan 12 12 12 79,734,001 | 1,089,993,044 1,089,993,044 5,088,304,777| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 12 5,507,135,255
Sarana Pendukung Pertanian . Daerah (PAD)
Pendukung Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jum!ah bantqan alat dan it 13 13 13 13
mesin pertanian
Pengelolaan Sumber Daya Memperkuat
Genetik (SDG) Hewan, Jumlah komoditas Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
31 27 2 2.02 Tumbuhan, dan Mikro benih/bibit tanaman komoditas & 3 3 5,294,556,827 4,438,139,473 4,419,715,866 5,018,431,323| Kabupaten Bogor D ph PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 5,520,274,455
Organisme Kewenangan pertanian RereRIRAD) berkualitas dan Daerah
Kabupaten/Kota berkeadilan
- ) Jumiah SDG Memperkuat L
Penjaminan Kemurnian dan Hewan/Tanaman yan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27] 02 2.02 01 |Kelestarian SDG Hewan/Tanaman " y 9 VUB 2 2 2 294,614,709 295,003,509 293,088,937 293,088,937| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 322,397,831
. N Dilakukan Pelestarian dan Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wil Il) berkualitas dan Daerah
Pemurnian
berkeadilan
Jym\ah bibit palawija yang kg 1,020 1,000 1,000 1,010
dikembangkan
Jumlah SDG
ngan/Tanaman yang Memperkuat
. . Dilakukan Pelestarian dan . -
Penjaminan Kemurnian dan Pemurnian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3] 27| 02| 202 04 |Kelestarian SDG Hewan/Tanaman VUB 2 2| 2 773,645,493 772,088,868 772,088,022 786,284,272| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 864,912,699
5 Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wil V) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah benih sayuran siap kg 4 4 4 4
edar
:xs;nr\ah bibit tanaman obat siap polybag 5101 5,000 5,000 5050




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah SDG
Hewan/Tanaman yang Memperkuat
Penjaminan Kemurnian dan Dilakukan Pelestarian dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
5 |Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Pemurnian vuB 1 1 1 694,349,772 756,192,102 756,192,102 724,109,918| Kabupaten Bogor [ o oapaat SV 1y ntuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1 796,520,910
5 . Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wil VIIl) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah bibit tanaman
perkebunan vang bersertifikat pohon 25,707 25,200 25,200 25452
Jumlah SDG
Hewan/Tanaman yang Memperkuat
Penjaminan Kemurnian dan Dilakukan Pelestarian dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
6 [Kelestarian SDG Hewan/Tanaman  |Pemurian vuB 3 2 3 355,819,421 356,520,221 356,520,221 376,351,721 Kabupaten Bogor | " oroareat Stk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 3 413,986,893
5 . Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wil IX) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah bibit tanaman buah pohon 1,530 1500 1,500 1515
vang dikembangkan
Jumlah bibit tanaman hias pohon 510 500 500 505
vang dikembangkan
Jumlah SDG
H?wan/Tanaman yang Memperkuat
_— . Dilakukan Pelestarian dan . -
Penjaminan Kemurnian dan Pemurnian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
7 |Kelestarian SDG Hewan/Tanaman VUB 2 2 2, 1,172,862,832 1,173,741,232 1,164,375,232 1,164,319,136| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 1,280,751,050
. Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wil XI) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah benih padi bersertifikat |ton 92 90 90! 91
Jumlah Pelaksanaan Memperkuat
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Peningkatan Kualitas SDG Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
8 [Tanaman (UPT Pertanian Wilayah 9 dokumen 1 1 1 644,646,723 359,327,261 359,327,261 359,327,258| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 395,259,984
Hewan/Tanaman Daerah (PAD) X
) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah UPJA yang difasilitasi UPIA 13 13 13 13
perbengkelan
Jumlah pelaksanaan
peningkatan kualitas SDG
Hewan/Tanaman Memperkuat
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Tanaman (UPT Pertanian Wilayah dokumen 1 1 1 638,509,883 321,768,961 315,674,089 312,515,569| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 343,767,126
Vi) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah UPJA yang difasilitasi UPJA 14 14 14 14
perbengkelan
Jumlah pelaksanaan
peningkatan kualitas SDG
Hewan/Tanaman Memperkuat
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
11 9 ) N dokumen 1 1 1 667,344,061 350,603,786 349,757,493 349,742,003| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 384,716,203
Tanaman (UPT Pertanian Wilayah X) Daerah (PAD) X
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah UPJA yang difasilitasi UPJA 17 11 17 17
perbengkelan
Jumlah Pemanfaatan SDG
Hewan/Tanaman
Memperkuat
Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
03|Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dokumen 1 1 1 52,763,933 52,893,533 52,692,509 652,692,509| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) ' | untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 717,961,760
berkualitas dan Daerah
berkeadilan




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrgl ::
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Sub Kegiat Kesiatan /Sub Satuan Periode - N
K. Renstra Sumber Target Pagu
egiatan R Lokasi T ]
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 g Perubah Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah sarana -
perbenihan/pembibitan ens 10 1 10 0
nan/pemoibitan Memperkuat
PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
21| 03 PENGEMBANGAN P i . % 3,258 3,194.00 3,194.00 3,523,579,662 3,757,574,520 3,757,426,471 4,055,086,739| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3,226 4,460,595,413
prasarana pertanian Daerah (PAD) X
PERTANIAN berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
P Jumlah data potensi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 3] 2,01 1 N 3 3.00) 3 264,061,447 264,148,497 264,148,496 314,148,496| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 345,563,346
Pertanian y Daerah (PAD) X
pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Dokumen Lahan
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Pertanian Pan?ir;B Kawasan Memperkuat
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan » fawas: Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 03] 201 01 |Pertanian Pangan Berkelanjutan/ gDZB dan Lahan 1 1 1 144,063,758 144,174,608 144,174,607 144,174,607| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 158,592,068
KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian X berkualitas dan Daerah
Pangan Berkelanjutan/ LCP2B Cadangan Pertanian Pangan berkeadilan
9 ) Berkelanjutan/LCP2B yang
Dikelola
Memperkuat
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Jumlan Koordinasi dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 03 2.01 03 Pendukung Pertanian lainnva i i Prasarana laporan 1 1 1 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 8,250,000
9 v Pendukung Pertanian Lainnya berkualitas dan Daerah
berkeadilan
" Memperkuat
Penyusunan Action Plan ;i?lihm?yzt‘ur::npé:::::r::n Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 03| 201 04 |Pengembangan Prasarana, Sarana, Sar:na Kavfasan dan * |dokumen 2 2| 2 112,497,689 112,473,889 112,473,889 162,473,889 Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 178,721,278
Kawasan Pertanian Kornod\ylas Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
|Jumlah prasarana pertanian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 03 2.02| Pembangunan Prasarana Pertanian |yang terbangun dan unit 23 23 23] 3,259,518,215 3,493,426,023 3,493,277,975 3,740,938,243| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 23 4,115,032,067
terpelihara berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Jaringan Irigasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 03] 202 01 |Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha |Usaha Tani yang Dibangun, [unit 9 9| 9 2,083,327,668 2,082,735,048 2,082,728,524 2,097,798,524| Kabupaten Bogor ;ae::: (al'-‘Abj untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 9 2,307,578,376
Tani Direhabilitasi , dan Dipelihara berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
. dan P Jalan Jumlah Jalan Usaha Tani Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 03| 202 03 Usaha Tani ) yang Dibangun, Direhabilitasi , |unit 2 2| 2 298,346,723 559,201,358 559,201,358, 819,200,934| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 901,121,027
dan Dipelihara berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pembangunan, Rehabiltasi dan Jumlah Dam Parit yang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 03| 202| o4 Emoangunan, Renabiltasi da Dibangun, Direhabiltasi , dan ~|unit 2 1 2 573,234,508 550,359,826 550,218,302 550,218,302 Kabupaten Bogor | ' onoaPa@n ASI |tk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 2 605,240,132
Pemeliharaan DAM Parit - Daerah (PAD) .
Dipelihara berkualitas dan Daerah
berkeadilan

Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pertanian
Lainnya

Jumlah  Prasarana
Pertanian  Lainnya yang
Dibangun, Direhabilitasi, dan
Dipelihara

304,109,316

301,129,791

301,129,791

273,720,483

Kabupaten Bogor

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Memperkuat
ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan

berkualitas dan
berkeadilan

Stabilisasi
Ekonomi
Daerah

Kelompok Tani

1 301,092,531




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator ’l:l:ﬁ;_t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Fctume) . Renja 2024 | APED 2024 ey Perubahan Dana (frefimncy) || BerG i (1557)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
[Persentase luas lahan Memperkuat
PROGRAM PENGENDALIAN DAN  |pertanian yang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27 5| PENANGGULANGAN BENCANA diasuransikan untuk % 2,269 2,224.00| 2,224.00 1,327,688,635 1,370,500,626 1,370,497,578 1,308,299,394| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2,246 1,439,129,333
. q Daerah (PAD) X
PERTANIAN meminimalkan resiko berkualitas dan Daerah
bencana pertanian berkeadilan
|Jumlah cakupan luas lahan IS . L
Pengendalian dan Penanggulangan [pengendalian dan Pendapatan Asli | Ke1ahanan ekonomi | - Stabilisasi
3| 271 5| 20 engendatian dan Fenanggu'angan fpengencatian ca ha 12,241 12,000 12,000  1,327,688,635 | 1,370,500,626 1,370,497,578 1,308,299,394| Kabupaten Bogor | ' oroaPa@n A | ook pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 12,120 1,439,129,333
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota [penanganan bencana Daerah (PAD) .
A berkualitas dan Daerah
pertanian N
berkeadilan
" . Jumlah Luas Serangan Memperkuat
Pengendalian Organisme . . L
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Organisme Pengganggu Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27 os| 201] o1 c"9sangd Tumbuhan (OPT) Tanaman ~ |ha 204 500 200 356,910,072 357,298,872 357,298,872 327,298,872 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 202 360,028,759
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan . Daerah (PAD) .
Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah ) Pangan, Hortikultura, dan berkualitas dan Daerah
¥ Perkebunan yang Dikendalikan berkeadilan
Memperkuat
Jumlah kegiatan pengendalian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
9 peng kegiatan 3 3| 3 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 -
oPT Daerah (PAD) ;
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Pengendalian Organisme Jumlah Luas Serangan Memperkuat
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Organisme Pengganggu Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3] 27] 05 201 01|Tanaman Pangan, Hortikultura, dan ~ [Tumbuhan (OPT) Tanaman  |ha 510 500} 500 373,451,772 370,451,763 370,451,763 338,253,579| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 505 372,078,937
. § Daerah (PAD) X
Perkebunan (UPT Pertanian Wilayah |Pangan, Hortikultura, dan berkualitas dan Daerah
XII) Perkebunan yang Dikendalikan berkeadilan
Memperkuat
Jumlah kegiatan pengendalian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
9 peng kegiatan 3 3] 3 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 -
OPT Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Area Terdampak Memperkuat
Penanganan Dampak Perubahan Iklim|Perubahan Iklim (DPI) Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27] 05 2.01 02|(DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, |Tanaman Pangan, Hortikultura, |ha 12,241 10,000 12,000 597,326,791 642,749,991 642,746,943 642,746,943| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12,120 707,021,637
dan Perkebunan dan Perkebunan berkualitas dan Daerah
vang Ditangani berkeadilan
Jumlah Kajian Pembuatan
Sumur Pantek di Lokasi Sawah [dokumen 2 2] 2 2
Rawan Kekeringan
Memperkuat
Tingkat pelayanan ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 211 g B G T o e banaan il |4 3,400 3,333.00 3,333.00 802,837,708 |  3,279,774,860 3,279,760,605 3,371,687,250| Kabupaten Bogor | PendapatanAsii |\ e tumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 3,366 3,708,855,975
PERTANIAN g ) Daerah (PAD) "
teknis ijin usaha pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Penerbitan Izin Usaha Pertanian Jumlah pelaku usaha dalam Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3 27 6 2.01 yang Kegiatan U: ya dalam arahan teknis |pelaku usaha 122 120} 120 802,837,708 3,279,774,860 3,279,760,605| 3,371,687,250| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 121 3,708,855,975
o Daerah (PAD) .
Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Penyusunan Standar Pelayanan Jumlah Dok Standar Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| 06| 201 01 |Publik Pemberian Izin Usaha Pelayanan Publik Pemberian  [dokumen 130 127, 127 135,888,241 145,976,416 145,976,416 206,322,416| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 128 226,954,658
Pertanian Izin Usaha Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah pengembangan
aplikasi sistem informasi paket - - -
pertanian yang tersedia
Memperkuat
Penilaian Kelayakan dan Pemberian  |Jumlah Penilaian Kelayakan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27] 06| 201 02|Pertimbangan Teknis |zin Usaha dan Pemberian Pertimbangan [dokumen 1 1 1 120,739,416 2,586,828,491 2,586,828,491 2,636,521,563| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 2,900,173,719
Pertanian Teknis |zin Usaha Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pelaku Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
usaha/perusah: k p poktan 122 120 120 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 121 -
. Daerah (PAD) .
yang dibina berkualitas dan Daerah
berkeadilan




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Memperkuat
Jumlah sertifikasi benih yan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
e . yang label/sertifikasi 45,905 45,000 45,000 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 45,450 -
! Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Penyelenggaraan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Promosi/Pameran Komoditas  |kali 1 1 1 Kabupaten Bogor endapa S untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 -
Daerah (PAD) .
Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah 1zin Usaha Pertanian Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3] 27] 06 201 03|Penerapan Izin Usaha Pertanian -~ . N laporan 1 1 1 258,150,203 258,538,803 258,524,548 258,524,548| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 284,377,003
. . yang Dibina dan Diawasi Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wilayah IV) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pelaku usaha yang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
dibina dan diawasi penerapan |pelaku usaha 61 60) 60 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 61 -
N Daerah (PAD) .
izin usahanya berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Penyelenggaraan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Promosi/Pameran Komoditas ~ |kali 12 12 12| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 -
Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Izin Usaha Pertanian
ang Dibina dan Diawasi Memperkuat
Pembinaan dan Pengawasan yang ! Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 271 06 2.01 03 |Penerapan Izin Usaha Pertanian laporan 1 1 1 288,059,848 288,431,150 288,431,150 270,318,723| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 297,350,595
N . Daerah (PAD) .
(UPT Pertanian Wilayah VII) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pelaku usaha yang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
dibina dan diawasi penerapan |pelaku usaha 61 60 60! Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 61 -
o Daerah (PAD) .
izin usahanya berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Penyelenggaraan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Promosi/Pameran Komoditas ~ |kali 5 5 5 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 5 -
X Daerah (PAD) .
Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Persentase peningkatan . | ketahanan ekonomi Stabilisasi
31 271 07 RECGRAMEERYULUHEN kemampuan kelas kelompok |% 6,726 6,593.00| 6,593.00 2,100,707,910 3,221,939,462 3,221,881,366 5,105,459,816| Kabupaten Bogor berdapatanisl untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 6,659 5,616,005,798
PERTANIAN L Daerah (PAD) X
berdasarkan skor penilaian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah penyuluh dan petani Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3l 27l 7 20 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian |* 2. Penyulin dan petani 1, o 1,678 1,645 1,645  2,100,707,910 |  3,221,939,462 3,221,881,366 5,105,459,816| Kabupaten Bogor | o oPa@n &SI | ik pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1,661 5,616,005,798
yang dibina Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Kelembagaan
Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
Memperkuat
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27] o7 2.01 01 |Penyuluhan Pertanian di Kecamatan unit 20 20 20 1,747,732,141 2,659,980,641 2,659,980,593 2,759,980,593| Kabupaten Bogor Dae::h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 20 3,035,978,652
dan Desa berkualitas dan Daerah
berkeadilan




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Memperkuat
Jumlah Dokumen Programa Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Penyuluhan (Tingkat Kec, Kab, [buku 489 479 479 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 484 -
Daerah (PAD) .
dan Desa) berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Penyelenggaraan Memperkuat
P, yeenggaraan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Rapat/Per ar/Bim|. i i R
bingan-Temu Teknis Penyuluh jenis 7 7 7 Kabupaten Bogor Daerah (PAD) untuk perFumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 7
) berkualitas dan Daerah
Pertanian By
berkeadilan
Memperkuat
Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 07| 201 K jaan Petani di f di dan Desa yang |kelompok tani 56 55 55 161,685,433 197,519,958 197,518,434 481,096,884| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 56 529,206,572
- y Daerah (PAD) .
dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah penyelenggaraan Memperkuat
acara pertanian (KTNA . | ketahanan ekonomi Stabilisasi
: . L Pendapatan Asli R .
expo/jambore petani jenis 3 3 3 Kabupaten Bogor untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 -
. Daerah (PAD) .
{KP tingkat berkualitas dan Daerah
kabupaten) berkeadilan
Jumlah bibit untuk lomba- Memperkuat . -
lomba seperti posyandu Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
P2WKSS, sekolah sehat, PKK, pohon 2,193 2,150 2,150 Kabupaten Bogor Daerah (PAD) untuk perFumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2,172 -
berkualitas dan Daerah
di y
berkeadilan
Jumlah kampung tematik yang | .
unit - - -
terbentuk
Memperkuat
Penyediaan dan Pemanfaatan Saran Jumlah Sarana dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 07| 201 enyeciaan dan "emaniaatan Sarana | o, . ona - Penyuluhan unit 12 12) 12 174,280,386 315,602,813 315,546,289 1,815,546,289| Kabupaten Bogor | ' oroaPa@n A { vk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 12 1,997,100,918
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian X Daerah (PAD) .
Pertanian berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah penyelenggaraan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
penyelengg: kali 1 1 1 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 -
panen raya Daerah (PAD) X
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pelatihan . | ketahanan ekonomi Stabilisasi
" Pendapatan Asli A "
pengembangan metode kali 3 3 3 Kabupaten Bogor untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 -
Daerah (PAD) X
penyuluhan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah pengembangan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
website dan penyediaan peta |BPP 12 12| 12 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 -
N Daerah (PAD) .
singkap BPP berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
Jumlah siaran radio Kali 20 20) 20 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 20 -
Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
. . | ketahanan ekonomi Stabilisasi
Jumlah Pemelinaraan Agro unit 1 1 1] Kabupaten Bogor Pendapatan Asli untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 -
Farming System (AFS) Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pembentukan dan Penyelenggaraan |Jumlah Sekolah Lapang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 07| 201 Sekolah Lapang Kelompok Tani Kelompok Tani yang unit 2 25 2 17,009,950 48,836,050 48,836,050 48,836,050| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 53,719,655
. . Daerah (PAD) X
Tingkat Kecamatan Terbentuk dan Beroperasi berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
PROGRAM PENUNJANG URUSAN |Persentase pelaksanaan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 1 PEMERINTAHAN DAERAH tugas dan fungsi perangkat |% 102 100} 100 43,356,183,681 | 40,874,366,157 42,353,013,236 43,617,221,267| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 47,978,943,394
Daerah (PAD) X
KABUPATEN/KOTA daerah berkualitas dan Daerah
berkeadilan




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Memperkuat
T o T T |Jumlah dokumen pedoman Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 1 2.01 Lo gangg . kinerja Perangkat Daerah dokumen 15 15 15 198,214,641 313,717,707 313,717,707 310,329,923| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 15 341,362,915
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . Daerah (PAD) .
yang tersedia berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah  Dokumen dokumen Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 201| oa Enyusunan Bokumen Ferenc Perencanaan  Perangkat 3 3 3 39,906,819 31,018,300 31,018,300 31,008,300| Kabupaten Bogor | ' creaPtan AST {1k pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 3 34,109,130
Perangkat Daerah Daerah (PAD) .
Daerah berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Memperkuat I
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |dan Laporan Hasil Koordinasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 2.01 02 Y P dokumen 1 1 1 16,826,256 76,819,991 76,819,991 76,819,991 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 84,501,990
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Daerah (PAD) X
berkualitas dan Daerah
SKPD y
berkeadilan
Jumlah Dokumen Perubahan Memperkuat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 2.01 03 A Koordinasi Penyusunan dokumen 1 1 1 9,494,175 9,494,025 9,494,025 9,494,025| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 10,443,428
Perubahan RKA-SKPD Daerah (PAD) X
Dokumen Perubahan RKA- berkualitas dan Daerah
SKPD berkeadilan
Jumiah Dokumen DPA-SKPD Memperkuat L
Koordinasi dan Penyusunan DPA- dan Laporan Hasil Koordinasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 201 04 ¥ P dokumen 1 1 1 2,998,800 2,998,800 2,998,800 2,998,800| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 3,298,680
SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Daerah (PAD) .
SKPD berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Dokumen Perubahan Memperkuat
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 201| os) o0rcinasican Fenyusuna Koordinasi Penyusunan dokumen 1 1 1 2,998,800 2,998,800 2,998,800 2,998,800| Kabupaten Bogor | ' oroaPat@n ASH |k pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1 3,298,680
Perubahan DPA-SKPD Daerah (PAD) .
Dokumen Perubahan DPA- berkualitas dan Daerah
SKPD berkeadilan
Jum\gh Laporan Capaian » Memperkuat
— Kinerja dan Ikhtisar Realisasi n .
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kineria SKPD dan Lanoran Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 2.01 06 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi l . P laporan 5 5 5 62,995,858 113,049,858 113,049,858 128,049,858| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 5 140,854,844
. Hasil Koordinasi Penyusunan Daerah (PAD) X
Kinerja SKPD . berkualitas dan Daerah
Laporan Capaian Kinerja dan berkeadil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD erkeadilan
Memperkuat
Jumlah Laporan Evaluasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 01 2.01 07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat laporan 17 17| 17 62,993,933 77,337,933 77,337,933 58,960,149 Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 17 64,856,164
Daerah berkualitas dan Daerah
berkeadilan
aplikasi - g
Memperkuat
Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Laporan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 1 2.02| 9 9 Keuangan Perangkat Daerah |% 102 100} 100 39,278,938,165 | 36,544,112,799 38,004,112,703| 38,009,951,703| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 41,810,946,873
Daerah . Daerah (PAD) X
yang Tersusun Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Jumlah Orang yang Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 202|  01|Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN [Menerima Gaji dan orang/bulan 245 12 240|  39,093,008,583 | 36,357,664,892 37,817,664,892 37,817,664,892| Kabupaten Bogor Ea;:: fp AD? untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 242 | 41,599,431,381
Tunjangan ASN berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah  Dokumen Memperkuat . o
Pelaksanaan Penatausahaan dan Penatausahaan  dan dokumen ajuan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 01| 202 03 - e ) 12 12] 12| 146,273,299 146,662,024 146,661,952 152,472,452 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 167,719,697
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pengujian/Verifikasi Keuangan [bulanan Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
SKPD y
berkeadilan
Memperkuat
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 2.02 04 dan Pelaksanaan dokumen 2 2 2, 32,806,808 32,936,408 32,936,384 32,964,884 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 2 36,261,372
Akuntansi SKPD . Daerah (PAD) X
Akuntansi SKPD berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Laporan Keuangan Memperkuat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 01| 202 05 ) v P Laporan Hasil Koordinasi dokumen 1 1 1 1,183,575 1,183,575 1,183,575 1,183,575| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 1,301,933
Keuangan Akhir Tahun SKPD Daerah (PAD) X
Penyusunan Laporan berkualitas dan Daerah
Keuanaan Akhir Tahun SKPD berkeadilan




Prakiraan Maju Rencana
Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja
& T J Tahun 2025
q Target
Indikator ”rgl ir
Program/Kegiatan Program Target 2024 (Volume Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode sgub "/ . g} / et 5“ ls/uh Satuan Periode 3 ( ) - P
Renstra Sumber Target Pagu
Kegiatan R: Lokasi
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 & Perubah Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renja 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Memperkuat
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Jumlah Dokumen Bahan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 202| o6 enyiap T Pemeriksaan dan 1 1 1 1,383,900 1,383,900 1,383,900 1,383,900 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1 1,522,290
Tanggapan Pemeriksaan X . 8 Daerah (PAD) X
Tindak Lanjut Pemeriksaan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Memperkuat
i dan P Laporan SKPD dan P . -
Keuangan L Koordinasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 202| o7|feuanen aporan Roordinasi laporan 12 12 12 2,782,000 2,782,000 2,782,000 2,782,000| Kabupaten Bogor | ' oroaPat@n A | vk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 12 3,060,200
Bulanan/Ti Peny Laporan Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
SKPD Keuangan berkeadilan
Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD
Memperkuat
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumiah Dokumen Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 202 08 v N i p. Pelaporan dan Analisis dokumen 1 1 1 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000( Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 1,650,000
Prognosis Realisasi Anggaran . . Daerah (PAD) X
Prognosis Realisasi Anggaran berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Administrasi Barang Milik Daerah Persentase Pelayanan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 01 203 9 Umum yang Terlaksana % 102 100} 100 983,400 982,500 982,500 982,500 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 1,080,750
pada Perangkat Daerah Daerah (PAD) X
Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan
- Memperkuat
i dan P Laporan j:f:'ih o f::‘ol:‘::'as‘ Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27 1 2.03 05 Barang Milk Daerah pada SKPD Barang Miik Daerah pada laporan 1 1 1 983,400 982,500 982,500 982,500| Kabupaten Bogor Daerah (PAD) untuk perFumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 1,080,750
SKPD berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
A . Persentase Pelayanan Bl ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 o1 2.05 . pi yang T % 102 100) 100 13,893,792 12,100,000 12,100,000 12,100,000| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 13,310,000
Perangkat Daerah . Daerah (PAD) .
Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

12,100,000

12,100,000

12,100,000

Kabupaten Bogor

Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Memperkuat
ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan

berkualitas dan
berkeadilan

Stabilisasi
Ekonomi
Daerah

Kelompok Tani

13,310,000

01

2.06

[Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Jumlah Jasa Instruktur
Senam/Baris Berbaris dan

Jasa Penceramah

Dengan Baik

Pelayanan Umum Terlaksana

Kali

%

102

100}

100

757,032,576

1,018,595,358

886,314,762

1,013,229,483| Kabupaten Bogor

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Memperkuat
ketahanan ekonomi
untuk pertumbuhan

berkualitas dan
berkeadilan

Stabilisasi

Ekonomi
Daerah

Kelompok Tani

101 1,114,552,431




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
q Target
Indikator ”rgl ir
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Sub Kegiat Kegiatan/Sub Satuan Periode o n
Renstra Sumber Target Pagu
Kegiatan R: Lokasi
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 & Perubah Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Paket Komponen Memperkuat
Penvediaan Komponen Instalasi Instalasi Listrik/Penerangan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 2.06 o1 P Bangunan Kantor yang paket 1 1 1 44,138,645 44,031,425 44,031,425 44,031,425 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 48,434,568
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | = . Daerah (PAD) X
Disediakan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 206| 02| enveciaan Feraatan da dan Perlengkapan Kantor  |paket 2 2 2 126,521,989 127,646,759 127,646,759 133,421,480| Kabupaten Bogor | ' oooPatan ASH | ik pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 2 146,763,628
Perlengkapan Kantor L Daerah (PAD) .
yang Disediakan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Paket Bahan Memperkuat . —
Logistik Kant n Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 2.06| 04|Penyediaan Bahan Logistik Kantor ~ |-O9'SI Panior yang paket 3 3 3 99,669,075 100,993,131 100,993,131 100,993,131| Kabupaten Bogor | ' oooPatan ASI | ik pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 3 111,002,444
Disediakan Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
271 01 2.06 05 ¥ 9 dan Penggandaan yang paket 3 3 3 39,954,375 40,353,353 40,353,353 40,353,353 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 3 44,388,688
Penggandaan o Daerah (PAD) .
Disediakan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat . -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01 2.06 06 V dokumen 1 1 1 300,000 26,040,000 26,040,000 26,040,000( Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 1 28,644,000
Peraturan P g P g-Undangan yang Daerah (PAD) .
isedi berkualitas dan Daerah
Disediakan N
berkeadilan
Jumlah bglanja surat ionis 6 5 6 6
kabar/maialah
Memperkuat
Jumiah Laporan Fasiltasi Pendapatan Asli | KStahanan ekonomi | - Stabilisasi
271 01 2.06 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu N P laporan 12 12 12 139,950,000 139,950,000 175,950,000 175,950,000 Kabupaten Bogor endap: untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 193,545,000
Kunjungan Tamu Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumiah makan dan snack yang| , 4,080 4,000) 4,000 4,040
tersedia
Memperkuat
Jumlah  Laporan . A
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi ~ |Penyelenggaraan  Rapat Pendapatan Asli | Ke1ahanan ekonomi | - Stabilisasi
27| 01| 206| oo cryeenggaraan RapatKoordnas - Fenyelenggaraan  Rapat 2 2 2 305,611,000 365,376,000 365,376,000 486,516,000 Kabupaten Bogor [ oroaPa@ A |k pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 2 535,167,600
dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi Daerah (PAD) .
berkualitas dan Daerah
SKPD "
berkeadilan
Jumlah rapat dalam dan luar o 663 650 650 657
daerah
Jumlah Dokumen Memperkuat . L
Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Penatausahaan Arsip Dinamis Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| o1 208 10 P P P dokumen - 550) 0 298,368 174,204,690 5,924,004 5,924,094 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani - 6,516,503
SKPD pada SKPD Daerah (PAD) X
berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah sistem arsiparis sistem . |
berbasis elektronik
Memperkuat
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pelayanan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
211 o1 207 Penunjang Urusan Pemerintah Umum yang Terlaksana % 102 100) 100 1,183,948 27,129,597 20,402,720 307,521,085 Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 338,273,194
Dearah Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Unit Kendaraan Memperkuat . e
. P P Dinas ata Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
27| 01| 207[ 01 ) inas atau unit 1 2 1 298,951 215,007 215,007 102,569,007 Kabupaten Bogor | ' oroaPat@n ASH | ik pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1 112,825,908
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan [Kendaraan Dinas Jabatan Daerah (PAD) .
o berkualitas dan Daerah
yang Disediakan "
berkeadilan




Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan dalam Renja

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2025
Indikator Talrlg;t
Program/Kegiatan/ Program/ Target 2024 (Volume) Pagu Indikatif Prioritas Kelompok
Kode Satuan Periode -
Sub Kegiatan Kegiatan/Sub n
Kegiatan Renstra Ra Lokasi Sumber Target Pagu
(Volume) Renja 2024 APBD 2024 ncangan Perubahan Dana (volume) | Indikatif (Rp)
Semula Menjadi (Rp) (Rp) Akhir Perubahan Renia 2024 Nasional Daerah
P P Renja 2024 v
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Jumlah Unit Sarana dan Memperkuat . -
Pengadaan Sarana dan Prasaran: Prasarana Gedung Kantor Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| o01] 207| o5 cn9acdaan Saranadan Frasarana asarana Gedung fanior -, 1 2 1 299,000 26,914,590 20,187,713 204,952,078| Kabupaten Bogor [ ' oroaPa@m AS |k pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 1 225,447,286
Gedung Kantor atau bangunan lainnya|atau Bangunan Lainnya yang Daerah (PAD) .
. berkualitas dan Daerah
Disediakan .
berkeadilan
Memperkuat
P e D iy Persentase Pelayanan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 271 1| 208 enyediaan Jasa Fenunjang Jrusan| o\ vang Terlaksana  [% 102 100 100|  2,020,748.469 | 2,049,728,196 2,049,728,196 2,131,817,892| Kabupaten Bogor | " onoaPa@n ASH ik pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 101 2,344,999,681
Pemerintahan Daerah : Daerah (PAD) .
Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat n .
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber|Jasa Komunikasi, Sumber Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3] 27] o1 2.08 02 v N N ' N o laporan 12 12 12 619,776,500 619,776,500 619,776,500 627,883,400| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 690,671,740
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Daerah (PAD) .
i berkualitas dan Daerah
Disediakan Ny
berkeadilan
Memperkuat
Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27] 01| 208 04 ¥ ¥ Jasa Pelayanan Umum laporan 12 12| 12| 1,400,971,969 1,429,951,696 1,429,951,696 1,503,934,492| Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 12 1,654,327,941
Kantor . Daerah (PAD) X
Kantor yang Disediakan berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Jumlah Jasa Pelayanan .
Umum Kantor yang Disediakan jenis 5 9 5 5
Memperkuat
Pemeliharaan Barang Milik Daerah |Persentase Pelayanan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27 1 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan ~ |Umum yang Terlaksana % 102 100) 100 1,085,188,690 908,000,000 1,065,654,648| 1,831,288,681| Kabupaten Bogor Daer:h (PAD) untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 101 2,014,417,549
Daerah Dengan Baik berkualitas dan Daerah
berkeadilan
" Jumlah Kendaraan Dinas Memperkuat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . . -
Pemeliharaan, Pajak. dan Perizinan Operasional atau Lapangan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| 01| 209 02 " Pajak, dan yang Dipelihara dan unit 231 243 226 701,284,000 698,300,000 698,300,000 698,300,000 Kabupaten Bogor P untuk pertumbuhan Ekonomi Kelompok Tani 228 768,130,000
Kendaraan Dinas Operasional atau " Daerah (PAD) X
dibayarkan Pajak dan berkualitas dan Daerah
Lapangan A
Perizinannya berkeadilan
Memperkuat
Pemelin |Rehabiltasi Ged Pemeliharaan/Rehabilitasi Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| o1] 209| ool emeinaraanRenabiitasi Bedung | Goy 0o antor dan unit 5 - 5 174,204,690 - 174,204,648 939,838,681 | Kabupaten Bogor | "oreaPataM Ak pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 5 1,033,822,549
Kantor dan Bangunan Lainnya . Daerah (PAD) .
Bangunan Lainnya berkualitas dan Daerah
berkeadilan
Memperkuat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan [Jumlah Sarana dan Pendapatan Asli ketahanan ekonomi Stabilisasi
3| 27| o1| 209 10|Prasarana Gedung Kantor atau Prasarana Gedung Kantor  [unit 249 24 244 209,700,000 209,700,000 193,150,000.00 193,150,000.00 | Kabupaten Bogor | o ¥ fp AD? untuk pertumbuhan | Ekonomi | Kelompok Tani 246 212,465,000
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya berkualitas dan Daerah
yang Dipelihara/ Direhabilitasi berkeadilan
TOTAL (Rp) 56,537,458,122|  60,154,445,500 62,134,445,500 72,206,643,400 79,427,307,740

Catatan : Pedomani Buku III Perbup Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kab Bogor Tahun 2024
Petunjuk pengisian :

Kolom

1

N0 U A WN

11
12
13
14
15
16
17

Diisi dengan kode kegiatan
Diisi dengan nama program, nama kegiatan dan nama sub kegiatan
Diisi dengan indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan

Diisi dengan satuan

Diisi dengan volume target pada akhir periode Renstra di tahun 2026

Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2024 sebelum perubahan

Diisi dengan volume target kinerja pada Renja Tahun 2024 setelah perubahan

Diisi dengan jumlah anggaran pada Renja Tahun 2024 sebelum perubahan

Diisi dengan anggaran pada APBD Tahun 2024 sebelum penjabaran (APBD Tahun 2024 murni)

Diisi dengan anggaran pada perubahan Renja tahun 2024

Diisi dengan nama lokasi terakhir yang berubah
Diisi dengan sumber dana

Diisi dengan prioritas nasional tahun 2024 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2024

Diisi dengan prioritas Kabupaten Bogor tahun 2024 yang didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan PD Tahun 2024
Diisi dengan kelompok sasaran yang berubah
Diisi dengan volume target yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2025

Diisi dengan anggaran yang terdapat pada Renstra untuk tahun 2025




